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RONI AJI SUSANTO, 5117500187, TINJAUAN YURIDIS STATUS 
KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN DI INDONESIA 
 
Sebuah perkawinan dalam hukum perdata ialah landasan dari terbentuknya 
jalinan tali keluarga serta ini membentuk kewajiban dan hak di antara mereka 
termasuk dalam lingkup keluarga tersebut. Lahirnya anak dari perkawinan sah 
tentunya akan secara otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan 
ayahnya. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, selanjutnya 
dilakukan pengolahan serta penganalisisan dengan metode deskriptifkomparatif 
melalui pola pikir deduktif, yakni menerangkan mengenai kewarisan dan status 
keperdataan dalam ketetapan Undang-Undang yaitu ketentuam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya 
di antara keduanya dicari perbedaan dan persamaannya.  
Hasil penelitian didapatkan data bahwa status keperdataandalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa status keperdataan dan 
kewarisan dari orang tua hanya didapat oleh anak luar kawin yang sudah 
mendapatkan pengakuan, sementara anak sumbang dan anak zina sebatas 
mendapatkan pembiayaan nafkah hidup dari orang tuanya. Selanjutnya terkait hal 
ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap anak luar kawin juga disebutkan hal yang serupa, dimana 
menjelaskan bahwa kedua status tersebut tidak bisa dipisahkan dan merupakan 
satu kesatuan. Uraian hasil penelitian juga didapatkan bahwa anak luar kawin 
(mencakup pula anak sumbang dan anak zina) memiliki hak mendapatkan status 
kewarisan dan status keperdayaan dari ayah dan ibu biologis selagi terdapat 
pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan maupun alat bukti yang lain. 
Pemerintah melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diharapkan untuk 
merancang serta mengeluarkan juknis atau juklak dari putusan ini. Hal ini 
bertujuan supaya bisa dengan jelas diketahui tujuan yang sebenarnya dari putusan 
tersebut, dan supaya tidak timbul perbedaan penafsiran dalam putusan tersebut 
mengenai status keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud. 
 
 





RONI AJI SUSANTO, 5117500187, JURIDICAL REVIEW OF THE CIVIL 
STATUS OF CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE IN INDONESIA 
 
In civil law, marriage is the basis for family relationships and this gives 
birth to rights and obligations among those who belong to the family environment. 
A child born from a legal marriage and automatically has a civil relationship with 
his father. 
This research data is collected through literature studies, then processed and 
analyzed using descriptive methods with a deductive mindset, which explains 
about the status of civility and inherition in the provisions of the legislation first, 
namely the provisions of the Civil Law Code and Law No. 1 of 1974, then sought 
similarities and differences between the two. 
The results showed that the civil status of the Civil Law Code states that 
only children outside marriage who have obtained recognition only get civil status 
and inheritation from both parents, while adulterous children and discordant 
children only get limited to the financing of living proper living from both 
parents. Then regarding the status of civil and inherited in Law No. 1 of 1974 after 
the Constitutional Court's ruling on children outside marriage is also interpreted as 
the same thing, which means that the status of civil and inherited status is a unity 
that cannot be separated. The results showed that children outside mating 
(including adulterous children and discordant children) are entitled to civil status 
and inheritation from the mother and from their biological father while it can be 
proven by science and / or other evidence. With the Decision of MK No. 46 / 
PUU-VIII / 2010, the government is expected to immediately draft and issue a 
juklak or juknis from the ruling. The goal is to be clearly known the purpose of 
the actual verdict, and so that there are no different interpretations related to the 
terms of civil status and child outside marriage referred to in the ruling. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Sebuah perkawinan ialah suatu hal yang agung dan sacral untuk 
kehidupan manusia, terutama untuk umat Islam yang mengharapkan spaya 
perkawinannya sah berdasarkan hukum negara dan hukum agama. 
Perkawinan ini diharapkan bisa menciptakan keluarga yang sejahtera, sebab 
melalui keluarga akan mampu menghasilkan generasi yang sehat baik batin 
ataupun lahir1. Terkait ini yang disebut dengan generai ialah keturunan atau 
seorang anak hasil dari perkawinan wanita dan pria. 
Hadirnya anak dalam perkawinan ialah dambaan untuk tiap orangtua, 
akan tetapi kondisi yang ada tidak terus-menerus seperti yang diharapkan, 
terdapat berbagai kejadian yang memperlihatkan keburukan dari orang tua 
dimana rela membunuh ataupun membuang anak kandungnya untuk 
menutup aib keluarga. Lahirnya anak tersebut menjadikan keluarga malu 
sebab anak terlahir dari hubungan gelap yang berlawanan akan etika dan 
ajaran agama yang berlaku2. 
Anak ialah suatu titipan serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, 
dimana tentu seharusnya anak memperoleh segala sesatu yang paling baik. 
Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas, kesempatan, serta 
                                                 
1 Ali Afandi, 1981, “Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, ,  hlm.10 
2 D. Y. Witanto, 2012, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 





perlindungan khusus yang memungkinkannya berkembang secara wajar dan 
sehat. 
Secara umum anak tidak hanya memperoleh perhatian di bidang ilmu 
pengetahuan saja, namun bisa ditelaah beradasarkan perspektif sentralistis 
kehidupan. Sosiologi, hukum, dan agama menjadikan definisi anak makin 
aktual dan rasional dalam lingkup sosial. Anak diposisikan dalam hukum 
dan advokasi perlindungan anak. Selain itu juga anak berperan sebagai 
subjek dan objek dalam legitimasi, generalisasi dari sistem hukum positif 
yang memuat aturan terkait anak3. 
Sebuah perkawinan dalam hukum perdata ialah landasan dari 
terbentuknya jalinan tali keluarga serta ini membentuk kewajiban dan hak di 
antara mereka termasuk dalam lingkup keluarga tersebut 4. Lahirnya anak 
dari perkawinan sah tentunya akan secara otomatis mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ayahnya, uraian tersebut termuat dalam KUH Perdata 
Pasal 250 dimana menerapkan bahwasanya tiap anak yang ditumbuhkan 
atau dilahirkan dalam suatu perkawinan, mendapatkan si suami sebagai 
bapaknya5.  
Posisi anak dalam hak kewarisan diterangkan juga dalam KUH 
Perdata pada Pasal 852 dimana memaparkan “anak-anak atau sekalian 
keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, 
                                                 
3 Maulana Hasan Wadong, 2000. “Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, 
Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 1 
4 Ali Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. 
Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 138. 
5 Rosnidar Sembiring, 2016, “Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam 




mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah 
mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih 
dahulu”6. 
Walaupun seperti ini, tidak langsung seluruh anak yang lahir dalam 
perkwanian sah, yang selanjutnya memicu permasalahan hukum serius 
mengakut hubungan dan kedudukan anak dengan orang tua biologis anak 
tersebut. UU Perkawinan dalam Pasal 43 (1) yang selanjutnya dalam 
putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Agung merubah makna 
dari ketetapan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa “anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya”.  
Ketetapan ini menerangkan bahwasanya antara ayah biologis dengan 
anak luar kawin secara dasarnya tidak mempunyai hubungan nasab, oleh 
karenanya anak tersebut tidak mempunyai hak waris terhadap ayah 
biologisnya, dimana ini selaras akan aturan dalam UU Perkawinan Pasal 43. 
Namun, ketetapan putusan tersebut memberi kesempatan untuk memberi 
perlindungan atas berbagai hak keperdataan anak di luar ketetapan waris 
                                                 
6 Soedaryo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar 




yaitu ayah biologis yang memiliki kewajiban menafkahi kebutuhan hidup 
anak7.  
Tiga golongan atas anak-anak dalam KUH Perdata, diterangkan yakni:  
1. “Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan.  
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh 
ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat 
orang yang mengakui anak itu.  
3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh 
ayah maupun ibunya”8.  
Anak luar kawin dimana ibu dan bapaknya dilarang kawin sebab 
hubungan darah yang dekat (anak sumbang), serta anak luar kawin dari 
hubungan perempuan dan laki-laki yang keduanya atau salah satunya tidak 
terikat perkawinan (anak hasil zina) maka ibu dan/atau bapaknya memiliki 
kemungkinan untuk tidak mengakui. Anak semacam ini sama sekali tidak 
memiliki hak untuk warisan dan harta dari orangtuanya serta paling banyak 
sebatas mendapatkan kecukupan nafkah untuk hidup (status keperdataan)9. 
Berhubungan dengan anak sumbang, dimana jika orang tuanya 
mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menyelenggarakan 
perkawinan, sehingga bisa diakui anak sumbang tersebut ketika kedua 
orangtuanya melangsungkan perkawinan. Sehingga, demi hukum anak 
                                                 
7 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam 
Perkawinan..., hlm. 144. 





sumbang tersebut berubah status menjadi anak sah sebab kedua orangtuanya 
sudah melangsungkan perkawinan (Pasal 273 KUH Perdata)10. 
Selain itu tidak terdapat pula ketetapan terkait hukum waris terhadap 
anak luar kawin yang tidak diakui. Sehingga, segala warisan berwujud 
apapun tidak akan bisa didapatkan oleh anak luar kawin yang tidak 
memperoleh pengakuan. Anak luar kawin sebatas memiliki hubungan 
hukum dengan pohak yang mengakuinya. Sementara sama sekali tidak 
memiliki hubungan hkum dengan keluarga sedarah dari orangtua yang 
mengakui tersebut. Sehingga, anak ini tidak memiliki hak atas berbagai 
barang orang tua atau keluarga yang mengakui anak luar kawin tersebut 
(Pasal 872 KUH Perdata). Namun terdapat pula hal yang dikecualikan, 
dimana jika hingga derajat yang mengizinkan pewarisan tidak meninggalkan 
ahli waris, maka adalah hak untuk menuntut bagi anak luar kawin tersebut 
atas semua harta warisa dengan tidak memperhatikann ketentuan negara 
(Pasal 873 KUH Perdata)11. 
 
B. Perumusan Masalah 
Mengacu pemaparan tersebut, didapatkan rumusan permasalahan yakni: 
1. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan status keperdataan anak 
luar nikah dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan? 
                                                 
10 P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 
hlm. 152. 
11 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam 




2. Bagaimana status keperdataan anak luar kawin menurut Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:  
1. Untuk mengetahui analisis perbandingan status keperdataan anak luar 
kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
2. Untuk mengetahui status keperdataan anak luar kawin menurut 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penulisan hukum ini 
yaitu :  
1. Manfaat Teoritis  
Bisa mempeluas cakrawala pengetahuan dan menambah 
khasanah kelimuan khususnya menyangkut hukum pernikahan, baik 
perdata terkait permasalahan status keperdataan anak luar kawin.. 
2. Manfaat Praktis  
Bisa menjadi referensi pustaka dan karya ilmiah untuk peneliti 
berikutnya. Serta penulisan ini bisa dijadikan penulis sebagai 





E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian-penelitian terkait dengan tema penelitian yang peneliti 
laksanakan di antaranya yakni :  
Qudwatul Aimmah dalam skripsinya dengan judul “Implikasi Hak 
Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Antara 
Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat)”. Kajian terkait penelitian ini yaitu 
mengenai implikasi hak kewarisan terhadap pengakuan anak luar kawin 
berdasarkan Hukum Islam ialah seperti halnya hak kewarisan anak sah, 
sebab anak luar kawin yang diakui menjadikan statusnya berubah menjadi 
anak sah dari yang mengakui. Sementara hak kewarisan anak luar kawin 
yang diakui dalam Hukum Perdata berbeda dari anak sah, dimana ini 
memperoleh bagian lebih kecil dibandingkan anak sah, dimana 
ketetapannya diatur berdasarkan manakah golongan pewarisannya (Pasal 
863 KUH Perdata). 
Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina dalam skripsinya dengan judul “Nasab 
dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest) dalam 
Prespektif Hukum Islam”. Kajian penelitian ini adalah terkaid anak hasil 
hubungan seksual sedarah berdasarkan sudut pandang Hukum Islam 
berstatus anak zina, namun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 hal ini tidak termasuk, sebab lahirnya anak tersebut di 
luar perkawinan sah dan tidak diperbolehkan agama karena masih 
berhubungan darah, sehingga nasabnya hanya pada ibu serta keluarga ibu. 




perwalian atas anak hasil hubungan seksual sedarah dalam sudut pandang 
Hukum Islam. Penatapannya dilakukan oleh Pengadilan Agama, sebab anak 
tersebut dengan bapak biologisnya tidak memiliki hubungan keperdataan.  
Arif Abdulloh dalam skripsinya dengan judul “Studi Perbandingan 
Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Bagian 
Harta Warisan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam”. Kajian 
dari skripsi ini adalah mengenai perbedaan serta persamaan pemikiran M M. 
Quraish Shihab dengan Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali memiliki 
perbedaan dimana menilai bahwa dapat dilakukannya 1:1 reaktualisasi 
hukum waris karena dinilai bahwa sudah berbeda konteks kebutuhan masa 
kini, sementara pendapat dari M. Quraish Shihab yaitu bahwa antara 
perempuan dengan laki-laki memiliki pembagian warisa 1:2 sebab laki-laki 
dinilai memiliki kebutuhan yang lebih besar atas harga sebab keharusan 
untuk menafkahi. Sementara persamaan dari keduanya ialah sama-sama 
memberi solusi untuk orangtua dalam memberikan anak-anaknya harta 
kekayaan selama masih hidup. Oleh karenanya, pembagian harta 
berdasarkan faraif menjadi sedikit bila orang tua meninggal dunia. 
Mengacu penelitian tersebut, bisa diketahui bahwa hingga kini belum 
terdapat pembahasan yang jelas terkait perbandingan status keperdataan 
anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan anak 






F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum normatif dipilih sebagai penelitian ini. Penelitian 
kepustakaan ialah sebuah metode penelitian yang objek studinya berfokus 
kepada pustaka. Penelitian kepustakaan sendiri bukan penelitian atas buku, 
namun lebih pada isi dalam buku tersebut mengingat bahwa selalu ada 
variasi perspektif kelompok ataupun seseorang.12.  
2. Spesifikasi Penelitian 
Penelitian terkait deskriptif analistis memiliki spesitifkasi penelitian 
berupa penggambaran aturan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan 
dengan praktek pelaksanaan dan teori hukum yang berhubungan dengan 
masalah tersebut.13 Tujuan dari metode ini adalah menggambarkan kejadian 
peristiwa serta menerangkan objek penelitian berdasar fakta secara 
sistematis dan logis untuk selanjutnya dihubungkan dengan suatu kaidah 
hukum dalam menemukan pemecahan permasalahan.14 
3. Sumber Data 
Data sekunder dipilih sebagai sumber data penelitian ini, dimana ini 
didapatkan dari sumber internet, buku-buku, undang-undang, serta lainnya. 
Dalam penelitian yang dijadikan sumber data yang dapat dipergunakan 
                                                 
12 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007,  hlm 38, lihat 
juga Mestika Zed. 2008. Metodologi Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. hlm. 2..  
13 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm. 97. 




untuk melakukan penelitian, yakni sumber data sekunder yang mencakup 
bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.  
a) Bahan Hukum Primer  
Yakni bahan hukum yang mendasar dan utama yang mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, meliputi aturan Undang-Undang yang 
berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder seluruh publikasi mengai hukum berupa 
dokumen tidak resmi. Fungsi dari bahan hukum sekunder iaah 
menjelaskan bahan hukum primer, misalnya artikel dan buku-buku 
dari hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum15. 
c) Bahan Hukum Tersier  
Yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum sebelumnya yang 
berasal dari kamus bahasa hukum dan ensiklopedi.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Secara umum teknik pengumpulan data memiliki tiga jenis yakni 
interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, studi bahan pustaka, 
dan studi dokumen16. Sementara untuk penulisan ini dengan 
mempergunakan:  
                                                 
15 Soerjono Soekanto, 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: 
Universitas Indonesia Press, hlm. 52. 
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1) Studi Pustaka : mengkaji terkait aturan Undang-Undang yang 
berlaku, surat kabar, jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta 
berbagai dokumen menyangkut permasalahan penelitian. 
Pengumpulan melalui dokumen, literatur, serta mempelajari 
ketentuan perundang-undangan. 17 
2) Wawancara : yakni teknik untuk mengumpulkan data yang 
peneliti pergunakan dalam memperoleh berbagai keterangan 
lisat lewat bertatap muka dan bercakap-cakap dengan pihak 
yang bisa memberi informasi kepada sipeneliti18. Selanjutnya 
untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, maka peneliti 
mewaewancarai dua orang berupa responden dan informan.  
5. Metode Analisis Data 
Pengumpulan serta penyusunan data penelitian dengan sistematis 
selanjutnya dilakukan analisis mempergunakan metode perbandingan yakni 
menguraikan data dengan cara memulai mencari perbedaan dan persamaan 
atas suatu gagasan yang dipertimbangkan secara benar dan rasional untuk 
selanjutnya diakhiri dengan penyimpulan. Melalui membaca, menafsirkan, 
serta menganalisis berbagaisumber data yang didapatkan terkait status 
keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
                                                 
17 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.2010, 
Bandung : Alfabeta, hlm 63. 
18 Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. 2010, Jakarta : 




dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, didapatkan 
kesesuaian kesimpulan dengan tujuan yang sudah dirumuskan19. 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan ini mencakup sistematika yang meliputi: 
BAB I yakni pendahuluan, dimana berisikan berbagai hal yang sifatnya 
umum, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat 
penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta diakhiri 
sistematika penulisan.  
BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisi beberapa 
tinjauan umum mengenai Anak di Luar Nikah, Status Keperdataan 
Anak di Luar Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian analisis persamaan dan 
perbedaan status keperdataan anak luar nikah dalam KUH Perdata dan 
Undang-Undang Perkawinan dan status keperdataan anak luar kawin 
menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
BAB IV Bab ini yakni berisikan kesimpulan dari pemaparan bab 
sebelumnya serta beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai 
hasil dari penelitian.  
DAFTAR PUSTAKA 
                                                 




BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Luar Kawin Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Anak di Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata 
Secara sederhana yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah 
anak yang seorang wanita lahirkan yang tidak mempunyai ikatan yang 
sah dari perkawinan dengan lelaki yang sudah memberi benih anak 
dalam kandungannya, sehingga tidak ada kedudukan hukum yang 
sempurna atas anak tersebut seperti anak sah secara umumnya20. 
Terdapat dua macam definisi anak luar kawin dalam praktik hukum 
perdata, yakni:  
(a) Jika kedua orang tua atau salah satunya masih terikat 
perkawinan lainnya, selanjutnya mereka berhubungan seksual 
dan melahirkan anak, maka anak itu bukan anak luar kawin dan 
dinamakan anak zina.  
(b) Jika orang tua anak luar kawin tersebut tidak terikat perkawinan 
dengan orang lain atau sama-sama perjaka, selanjutnya mereke 
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berhubungan sesual dimana menyebabkan hamil serta lahirnya 
anak, maka dinamakan anak luar kawin untuk anak tersebut.  
Dua hal ini memiliki perbedaan yakni anak luar kawin bisa 
diakui orang tua biologisnya jika keduanya melangsungkan 
perkawinan serta anak zina tidak bisa diakui orangtua biologisnya, 
selanjutnya bisa dicantumkan pengakuan terhadap anak tersebut 
dalam akta perkawinan21.  
Terjadinya anak luar kawin dipicu oleh faktor berikut:  
a) Terlahirnya anak dari wanita dalam masa ‘iddah perceraian, 
namun anak tersebut hasil hubungan seksual dengan orang yang 
tidak suaminya. Ada peluang bahwa keluarga kedua belah pihak 
bisa menerima anak luar kawin tersebut secara wajar jika ibu 
biologisnya melangsungkan perkawinan dengan pria yang diajak 
bersetubuh tersebut.  
b) Lahirnya anak dari perempuan namun tidak diketahui lelaki 
yang menghamilinya, contohnya korban pemerkosaan. 
c) Lahirnya anak dari perempuan, dimana kelahirannya ini 
dikehendaki dan diketahui oleh salah satu orang tuanya atau 
kedunya, namun salah satunya masih memiliki ikatan 
perkawinan dengan orang lain. 
d) Lahirnya anak dari perempuan, namun perempuan ini tidak 
memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki yang menyetubuhi 
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serta tidak berikatan perkawinan dengan wanita atau lelaki 
lainnya. 
e) Lahirnya anak dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor 
Urusan Agaman dan/atau Kantor Catatan Sipil.  
f) Lahirnya anak oleh perempuan, namun sama sekali anak 
tersebut tidak tahu menahu mengenai dua orang tuanya.  
g) Lahirnya anak dari perempuan, sementara ketentuan negara 
melarang mereka untuk menyelenggarakan perkawinan, 
contohnya WNi dan WNA tidak memperoleh izin untuk 
menyelenggarakan perkawinan dari Kedutaan Besar, sebab dari 
keudanya salah satunya sudah beristri, namun keduanya tetap 
campur serta anak  yang terlahir adalah anak luar kawin. 
h) Lahirnya anak dari perempuan, padahal agamanya menentapkan 
lainnya, contohnya cerai hidup tidak dikenal dalam agama 
Katolik, namun hal ini dilaksanakan pula, selanjutnya kawin 
kembali serta melahirkan anak. Sehingga status anak ini ialah 
anak luar kawin. 
i) Lahirnya anak dari wanita yang suaminya meninggalkannya 
melebihi 300 hari, dimana suaminya tidak mengakui anak 
tersebut sebagai anak sah 22.  
Anak luar kawin yang secara sah diakui yakni ahli waris yang 
termuat dalam aturan Pasal 280 jo. Pasal 863 KUH Perdata. Hak 
                                                 




kepewrisan tersebut bisa untuk anak luar kawin dalam artian sempit23. 
Pengelompokkan anak luar kawin berdasarkan KUH Perdata, 
meliputi:  
1) Anak luar kawin (Anak alami), yakni anak yang seorang ibu 
lahirkan, namun yang membenihkan bukan lelaki yang 
berhubungan perkawinan sah dengan perempuan lainnya, serta 
tidak juga anak zina atau anak sumbang. Sehingga,a anak luar 
kawin ialah lahirnya anak dari hubungan seksual perempuan 
dengan lelaki dimana statusnya sama-sama lajang, sudah 
berumur lima belas tahun serta dilakukannya berdasarkan suka-
sama suka. Disebut natuurlijke kind dalam BW (Burgerlijke 
Wetboek). 
2) Anak zina, yakni lahirnya anak sebab perempuan dan lelaku 
yang berhubungan seksual dimana statusnya bukanlah pasangan 
suami istri, serta masih memiliki ikatan hubungan perkawinan 
dengan orang lain.  
3) Anak sumbang, yakni lahirnya anak sebagai konsekuensi dari 
dua orang yang berdarah dekat yang saling berhubungan 
seksual, sehingga oleh perundang-undangan melarangnya untuk 
melakukan perkawinan.24  
                                                 
23 Rosdinar Sembiring, “Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam 
Perkawinan …, hlm. 128. 
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Selaras akan aturan terkait anak zina dan sumbang dalam Pasal 
272 jo. 283 KUH Perdata. Pasal 280 KUH Perdata adalah yang 
memuat ketentuan terkait anak luar kawin yang memiliki hak 
mewaris. Pembagiannya dengan mengacu perundang-undangan yang 
berlaku. Berdasar pada berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan, 
maka status anak seperti tersebut di atas memiliki akibat hukum yang 
berbeda.  
Sebenarnya walaupun anak subang dan anak zina juga adalah 
bukan anak sah dan merupakan anak luar kawin, namun jika 
diperbandingkan antara Pasal 283 dengan Pasal 280 KUH Perdata, 
bisa diperoleh informasi bahwa anak sumbang dan anak zina dari 
kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan25.  
Sama halnya Pasal 283 KUH Perdata, dikaitkan dengan Pasal 
273 KUH Perdata, dimana diterangkan bahwa terdapat perbedaan 
dalam akibat hukumnya antara anak sumbang dengan anak zina. 
Terdapat suatu pengecualian dalam perundang-undangan terhadap 
anak sumbang, dimana pada mereka yang dengan dispensasi 
pengadilan diberi kesempatan untuk melakukan perkawinan (Pasal 30 
ayat (2) KUH Perdata) bisa mengesahkan serta mengakui anak 
sumbangnya menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Namun 
untuk anak zina tidak terdapat pengecualian semacam ini26.  
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Antara anak zina dengan anak luar kawin memiliki perbedaan 
yang letaknnya pada hubungan badan atau pembuahan yang memicu 
hamil, yakni apakah ketika itu keduanya atau salah satunya 
(perempuan dan laki-laki) terdapat ikatan perkawinan ataukah tidak 
dengan orang lain. Anak zina ialah mereka yang terlahir dari 
hubungan diluar perkawinan antara seorang perempuan dengan lelaki 
yang dua-duanya atau salah satunya terikat perkawinan bersama orang 
lain.  
Sementara yang dimaksud anak sumbang ialah mereka yang 
terlahir dari hubungan antara seorang wanita dengan seorang lelaki, di 
mana perundang-undangan melarang keduanya untuk kawin (Pasal 31 
KUH Perdata). Secara artian sempit yang dimaksud anak luar kawin 
ialah mereka yang terlahir dari hubungan antara seorang perempuan 
dengan seorang lelaki, dimana tidak ada larangan untuk saling 
mengawini dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga 
anak tersebut secara sah bisa diakui (Pasal 280 KUH Perdata)27. 
 
2. Pengertian Anak di Luar Kawin Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Secara sederhana, anak ialah mereka yang usianya di bawah 
delapan belas tahun, dimana ini mencakup pula anak dalam 
kandungan. Anak dalam hal ini merupakan amanah serta bukan hanya 





rahmat dari Allah Swt28. Disebut rahmat sebab merupakan pemberian 
Allah Swt, dimana seluruh orang tidak memperolehnya serta amanah 
yang artinya ada kewajiban untuk seluruh pihak dalam melindungi 
anak, khusus orangtua pada level individual dan pemerintah pada level 
komunal. Allah menanamkan pada diri orang tua berupa rasa sayang 
pada anak, dimana ini termasuk rahmat. Tiap hati orangtua tertanam 
rasa sayang serta kasih untuk anaknya.  
Perasaan ini ditanamkan oleh Allah dalam hati orangtua sebagai 
dorongan serta bekal dalam memperhatikan kemaslahatan, 
melindungi, serta mendidik anaknya sehingga seluruh haknya bisa 
terpenuhi dan dapat terhindar dari diskriminasi dan kekerasan29. 
Selanjutnya, anak luar kawin secara sederhana diartikan sebagai 
lahirnya anak dari wanita yang di luar ikatan perkawinan sah dengan 
lelaki yang menyetubuhi. Sementara luar kawin diartikan sebagai 
hubungan seorang perempuan dengan lelaki yang bisa melahirkan 
keturunan, namun menurut aturan agama yang diyakini serta menurut 
hukum positif hubungannya tidak dalam ikatan perkawinan yang 
sah30.  
Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1), anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan ialah tidak memiliki perbedaan antara 
                                                 
28 Ibnu Anshori, 2006. “Perlindungan Anak Dalam Agama Islam”. Jakarta: 
Komisi Perlindungan Anak, hlm.  9. 
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anak zina, anak sumbang, serta anak luar kawin sama seperti aturan 
dalam ketetapan KUH Perdata, dimana semuanya dimasukkan anak 
luar kawin31. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Status Keperdataan Anak di Luar Kawin 
1. Status Keperdataan Anak di Luar Kawin Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata 
Secara sederhana yang dimaksud dengan status ialah posisi atau 
tempat individu dalam kelompok sosial atau hubungan antar 
kelompok yang lebih besar, atau posisi antar kelompok32. Jika istilah 
status dikaitkan dengan istilah hukum, maka perolehan maknanya 
ialah penyandangan status individu berdasarkan hukum yang 
berlaku33. Status keperdataan ialah posisi seseorang serta bisa 
dipahami juga muncul dari bebragai ketetapan hukum perdata.  
Robert Aud memaparkan status individu sangat berperan krusial 
dalam menentukan dan memberikan sautu hak. Hak anak contohnya, 
hak pada status individu dalam perannya sebagai anak. Jika status 
individu berubah akibat perubahan ekonomi dan sosial, maka terjadi 
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32 J. Dwi Narwoko,et al.,2007, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 
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perubahan pula haknya menuruh pihak manakah individu tersebut 
berinteraksi dan berhadapan34.  
Hak anak termasuk hak asasi manusia yang wajib dilindungi 
serta dihargai oleh negara, masyarakat, serta orang tua. Beragam 
fasilitas harus disediakan guna menjamin perkembangan serta 
pertumbuhan anak dengan terarah dan optimal35. Pemenuhan atas 
berbagai hak tersebut dilakukan dengan tidak adanya diskriminasi36.  
“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki seluruh warga 
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”. Selain itu, Konvensi 
Hak Anak juga menerangkan bahwasnya tiap anak wajib dijamin serta 
dihormati haknya dengan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai 
bentuk tanpa melihat kelahiran, kekayaan, etnik, bangsa, keyakinan, 
agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, ras, serta kedudukan 
lainnya dari pengasuh yang sah atau orang tua anak atau anak itu 
sendiri, maka suatu kewajiban pula untuk tanpa diskriminasi 
menjamin berbagai hak anak luar kawin.  
Diskriminasi atas berbagai hak keperdataan anak luar kawin 
berlawanan akan prinsip HAM. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM) dijelaskan, “semua orang dilahirkan merdeka dan 
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Kencana. hlm.  42. 
35 H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004. “Kapita Selekta Hukum 
Islam”. Medan: Pustidaka Bangsa Press, hlm.5. 
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mempunyai martabat dan hak hak yang sama. Mereka dikaruniai akal 
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam 
persaudaraan”.  
Pasal 2 menjelaskan “setiap orang berhak atas semua hak dan 
kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan 
tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul 
kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun 
kedudukan lain”.  
Pasal 75 ayat (2) DUHAM secara spesifik berbunyi “ibu dan 
anak anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua 
anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus 
menikmati perlindungan sosial yang sama”37. Selain itu, Deklarasi 
Hak Anak menjelaskan bahwa hendaknya anak menikmati seluruh 
haknya, baik dirinya maupun keluarganya. Setiap anak juga wajib 
dilindungi dari tiap praktik diskriminasi berdasar pada agama, rasial, 
serta berbagai bentuk lainnya38.  
Hak asasi anat termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 
Tahun I945 dimana menjelaskan bahwasanya tiap anak memiliki hak 
mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan serta hak 
atas tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup. Hal ini juga seperti 
                                                 
37 Nasir Djamil, 2013. “Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan 
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38 Maidin Gultom, 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”. 




yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun I999 Pasal 2 
yang bunyinya, “Negara Republik lndonesia mengakui dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 
sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari 
manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi 
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan 
kecerdasan serta keadilan”. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) berbunyi 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama di depan hukum”.  
Aturan terkait perlindungan anak yang termuat dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “setiap orang dilarang 
memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 
mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya”. Orangtua, masyarakat, serta negara 
berkewajiban melindungi anak supaya tidak terjadi gangguan proses 
tumbuh dan kembangnya. Dalam instrumen HAM tersebut tidak 
ditemukan pemisah antara anak di luar kawin dengan anak sah dimana 
ini memperlihatkan bahwa semua anak memiliki hak terhadap 
perlakuan, perlindungan, jaminan, serta pengakuan hukum yang adil 





2. Status Keperdataan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Aturan dalam UU Perkawinan Pasal 43 (1) dijelaskan bahwa 
hubungan perdata dari lahirnya anak diluar perkawinan sebatas dar ibu 
yang melahirnya serta keluarga dari ibu, ketetapan ini berlawanan 
akan Undang Dasar 1945 yakni hubungan perdata dengan lelaki yang 
dihilangkan, dimana ini bisa dibuktikan dengan teknologi serta ilmu 
pengetahuan dan/atau bukti lainnya berdasarkan hukum yang 
sebenarnya berhubungan satu darah dengan ayah, dampaknya anak 
luar kawin tidak mendapatkan hak dari ayah biologisnya yang 
merupakan kewajiban, sebab anak luar kawin ini tidak sah.  
Akibatnya, lelaki yang menjadi ayahnya tidak berkewajiban 
memberi hak pada anak luar kawin. Kebalikannya, ayah biologis 
tersebut tidak bisa dituntut oleh anak tersebut agar memenuhi 
kewajibannya yang dinilai merupakan hak sebab statusnya anak tidak 
sah. Biasanya hak naak dari kewajiban ayah tersebut sifatnya adalah 
material39.  
UU Perkawinan menerangkan bahwa hubungan perdata lahirnya 
anak di luar perkawinan ialah dengan ibu dan keluarga ibu. Jika Pasal 
43 UU Perkawinan tersebut dicermati, maka seorang ibu tidak akan 
melakukan oengakuan, akan tetapi seorang ayahlah yang harus 
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mengakui sebab sudah secara otomatis berlangsung hubungan perdata 
antara ibu dengan anak semenjak dilahirkannya anak tersebut40.  
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai judicial review  
UU Perkawinan tentang materi Pasal 43 ayat (1) yang diputuskan MK 
yang bunyinya, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.41  
Awal dari putusan ini dari Mcc yang melakukan permohonan 
sebab pada tahun 1993 sudah melakukan perkawinan dengan MD 
serta sudah melahirkan anak dengan inisial IQB. Pelaksanaan 
perkawinan ini sudah memenuhi norma agama Islam seperti yang 
termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun norma ukum 
pencatatan perkawinan tidak terpenuhi 42.   
Masalah utama pada kasus ini tidak sebatas terkait status anak 
luar kawin, namun pula terkait status perkawinan yang secara norma 
agama dilakukan namun noma hukum seperti termuat dalam UU 
perkawinan pasa 2 ayat (2) tidak terpenuhi. Terkait status 
perkawinananya, pada intinya pemohon MCC ini dengan 
diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) UU menjelaskan bahwa harus 
dilakukannya pencatatan untuk tiap perkawinan pada kantor pencatat 
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nikah, sehingga berbagai hak konstitusi pemohon dijamin oleh Pasal 
28D ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1) dan (2) sudah dirugikan43. 
Alasan permohonan judicial review terkait status anak ialah 
melalui diberlakukannya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dimana 
berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah 
merugikan hak-hak konstitusional anak” serta berlawanan akan 
ketetapan pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dimana berbunyi “setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 44. 
Selanjutnya MK sudah mempertimbangkan hukum atas dua pokok 
perkara ini.  
Kesatu, mengenai status perkawinan MD dan MCC dalam 
pertimbangan MK dimana pencatatannya ialah keajiban administrasi 
sebagaimana UU Perkawinan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf 
b berbunyi “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan 
seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar 
pencatatan”, dimana tujuannya adalah sarana negara dalam bertindak 
menjamin perlindungan hak asasi manusia, karena implikasi dari 
perkawinan tersebut adalah timbulnya keluasan konsekuensi hukum 
                                                 





ke depannya dimana ini bisa dibuktikan dengan akta otentik untuk 
bukti yang sempurna. Hal ini memiliki arti, melalui akta otentik 
perkawinan ini, maka timbulnya berbagai hak adalah konsekuensi 
perkawinan yang bisa dengan baik dilindungi. Melalui pertimbangan 
ini, MK kemudian menolak apa yang MCC permohonkan. 45  
Selanjutnya, terkait pokok masalah hukum tentang status anak, 
diman secara umum lahirnya anak di luar perkawinan yang tidak 
dilakukan pencatatan akan tetapi norma agama sudah dipenuhi, 
dimana oleh MK diluaskan kembali sehingga sesuai akan ketetapan 
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka diputuskan status anak luar 
kawin46. 
Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan hukum atas status 
anak luar kawin, dimana putusannya yakni:  
“... sehingga, tidak adil dan tidak tepat manakala hukum 
menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu hubungan 
seksual di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan dengan 
wanita tersebut sebagai ibunya. Yakni tidak adil dan tidak tepat 
juga bila hukum memberi kebebasan laki-laki yang berhubungan 
seksual yang mengakibatkan kehamilan serta kelahiran anak 
tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan 
sekaligus hukum menghapus hak-hak anak terhadap lelaki 
tersebut sebagai ayahnya. Terlebih lagi sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang ada kemungkinan bisa terbukti 
bahwa anak tersebut adalah anak dari laki-laki tertentu”.  
 
Hukuman dari peristiwa hukum kehamilan ataupun kelahiran 
dari seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berhubungan 
                                                 





seksual, ialah hubungan hukum memuat kewajiban dan hak secara 
timbal balik, dimana dalam hal ini yang menjadi subjek hukum 
mencakup ibu, bapak, ataupun anak.  
Berdasar pemaparan ini, hubungan ayah dengan anak tidak serta 
merta disebabkan adanya ikatan pernikahan, namun bisa pula 
berdasarkan pada adanya pembuktian ikatan darah dengan lelaki itu 
sebagai ayah. Sehingga, terlepas dari prosedur pernikahan ataupun 
permasalahan administrasinya, anak yang lahr perlu memperoleh 
perlindungan hukum, dimana bila ini tidak didapaktan, anak lahir luar 
kawin akan dirugikan, padahal anak ini tidak memiliki dosa atas 
kelahirannya yang tidaklah seperti yang diharapkan. Lahirnya anak 
dengan tidak memunyai kejelasan status ayah, biasanya memperoleh 
ketidakadilan perlakuan diskriminatif atau stigma di lingkungan 
masyarakat. Terkait ini, hukum wajib melindungi ataupun 
memberikan keadilan kepastian hukum pada status kelahiran anak 
serta berbagai hak yang dimiliki, mencakup pula anak yang dilahirkan 
walaupun keabsahan pernikahannya tergolong kontroversial.  
Berdasar pemaparan tersebut, maka Pasal 43 butir (1) Undang-
Undang Perkawinan yang menentukn, “anak yang lahir luar nikah 
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga 
ibunya” perlu dipahami, kelahiran anak di luar kawin mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga dari ibu ataupun 




teknologi dan ilmu pengetahuan ataupun bukti lainnya berdasar 
hukum yang mempunyai ikatan darah, mecakup pula hubungan 
keperdataan dengan keluarga bapaknya47.  
Berdasar apa yang sudah diperhitungkan oleh MK, telah jelas 
bahwa putusan ini sudah menentukan anak yang lahir luar kawin 
bukan sebatas hubungan keperdataan yang dimiliki dengan ibu yang 
melahirkan saja, akan tetapi juga dengan bapak kandungnya.  
Istilah “memiliki hubungan keperdataan” perlu dipahami 
sedemikian rupa supaya tidak melanggar ketetapan norma agama. 
Sehingga, kalimat “anak luar nikah pun memiliki hubungan 
keperdataan dengan bapak kandungnya” perllu dipahami bahwa 
kewajiban ayah kandunganya dibatasi hanya pada tugas-tugas 
menafkahi ataupu membiayai hidup anak luar nikah, tugas 
mengayomi, biaya pendidikan, menjamin kesehatannya, dengan 
demikian anak bisa berkembang secara layak baik sosial, fisik, 
spiritual, ataupun mental.  
Kewajiban tersebut bisa dibebankan pada bapak kandung si 
anak. Maupun sebaliknya, kewajiban tersebut bisa dipikul oleh anak 
luar nikah terhadap bapak kandungnya seperti yang dimuat pada Pasal 
46 butir (2) Undang-Undang Perkawinan, dimana berbunyi “anak 
                                                 




yang sudah dewasa, wajib memelihara orang tuanya sesuai dengan 
kemampuannya, jika orangtuanya membutuhkan bantuan darinya” 48.  
 
 
                                                 




BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Status Keperdataan Anak di Luar 
Kawin dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Ditetapkan pada Pasal 289 KUH Perdata bahwa anak sumbang dan 
anak zina tidak dapat mempunyai hubungan perdata serta nasab dengan ibu 
ataupun bapak kandungnya. Walaupun anak tersebut memeproleh 
pengesahan walaupun hasil paksaan, namun tetap tidak mempunyai dampak 
hukum.   
Pasal 283 KUH Perdata menyatakan: “Sekalian anak yang dibenihkan 
dalam sumbang atau dalam zina, sekalipun tidak mendapat pengakuan, 
kecuali terhadap yang terakhir ini yang temuat pada Pasal 273”. Ketetapan 
Pasal 273 KUH Perdata yang bunyinya: “Anak yang dilahirkan dari ibu dan 
ayah, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tidak boleh dilaksanakan 
perniahan, tidak bisa disahkan, namun mengakuinya dalam akta 
pernikahan”.  
Ini adalah upaya sah dalam menetapkan status anak sumbang serta 
anak zina. Tetapi, dalam penerapannya ditemukan berbagai hal yang 
meringankan, sebab sumbang dan zina secara hakikatnya sebatas diketahui 
pelaku zina, sehingga mereka dbisa saja menyelundupkan hukum dengan 




pernikahan sah, dengan demikian anak tersebut menjadi anak sah (wittig 
kind).  
NatuurIijke kind (anak luar kawin) pada konteks KUH Perdata bisa 
mendapatkan kewarisan ataupun hubungan perdata dengan bapak 
kandungnya yakni dengan mengakui anak luar nikah ini (Pasal 272 KUH 
Perdata). Mengacu pada Pasal 280 KUH Perdata menyatakan “bahwa 
dengan mengakui anak luar nikah, maka terjadi hubungan keperdataan 
antara anak dengan ibu dan ayahnya”. Sehingga penetapan permasalahan 
pengakuan anak luar nikah pada Pasal 272 KUH Perdata, sementara akibaat 
pengakuan terhadap anak luar nikah yang antara bapak kandung dengan 
anak menimbulkan hubungan perdata termuat dalam Pasal 280 KUH 
Perdata.  
Pasal 281 KUH Perdata menetapkan “pengakuan terhadap anak luar 
nikah bisa dilakukan dengan sebuah akta otentik”. Jika pada waktu 
daiadakannya pernikahan belum termuat akta kelahiran. Maka pengakuan 
tersebut bisa dicatatakan pada daftar kelahiran sesuai hari ditandatanganinya 
serta bisa juga dilakukan melalui akta dari Pegawai Catatan Sipil.  
Pengakuan tersebut perlu dimuat dalam akta kelahiran tepatnya pada 
marginnya. Jika pengakuannya diadakan dengan akta otentik lainnya, setiap 
orang yang memeggang kepentingan memiliki hak meminta supaya hal 
tersebut dimuat pada margin akta kelahiran. Apapun keteledoran 
mendaftarkan pengakuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai penyangkal 




Sehingga, anak luar nikah jika suda diakui sesuai dengan ketetapan 
ataupun dan cara-cara yang telah dimuat pada Pasal 272 KUH Perdata dari 
bapak kandungnya, maka lahirlah hubungan perdata serta nasab antara 
bapak kandung dengan anak (Pasal 280 KUH Perdata). Konsekuensi logis 
secara hukum dari pengakuan ini diketahui bahwasanya anak ini adalah 
nasab dari ibunya yang melahirkan ataupun dari bapak kandungnya. 
Sehingga, anak luar nikah yang mendapat pengakuan memiliki hubungan 
keperdataan ataupun hubungan nasab dengan bapak serta ibu kandungnya, 
sehingga menurut KUH Perdata, muncul juga berbagai hak secara otomatis 
sebagai anak sah dari orang tuanya itu, seperti hak kepewarisan, bila 
anaknya wanita, maka yang hak menjadi wali nikahnya adalah bapak 
kandungnya.  
MK tahun 2012 meerbitkan Putusan No. 46/PUUVIII/2010 dimana 
bahwa Pasal 43 butir (1) UU Perkawinan berbunyi “anak luar kawin hanya 
memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”, ketetapan 
ini bertolak belakang dengan dasar negara sepanjang diartikan menghapus 
hubungan keperdataan dengan pria yang bisa terbukti sesuai dengan 
teknologi dan ilmu pengetahuan ataupun bukti lainnya berdasar hukum yang 
sesunggunya berhubungan darah dengan bapaknya.  
Pada Pasal 43 butir (1) UU Perkawinan yang sudah dijabarkan sebatas 
menegaskan “anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan 
ibu dan keluarga Ibunya”. Berdasar isi ini, terlihat jelas permasalahan untuk 




ataupun satus sebagai anak sah, sebab secara yiridis mereka sebatas 
mempunyai hubungan kewarisan ataupun perdata dengan ibu serta keluarga 
ibu. Selain itu, anak tersebut akan mendapat hak kwajiban dari bapak 
kandungnya, sebab ketidaksahan anak luar nikah tersebut. Sebagai 
akibatnya, pria sebagai bapaknya tidak berkewajiban memberi hak kepada 
anak luar nikah. Sebaliknya anak itu pun tidak dapat mengajukan tuntutan 
pada bapak kandungnya supaya memenuhi haknya, sebab kedudukannya 
adalah anak tidak sah. Hak anak berdasarkan apa yang menjadi kewajiban 
bapaknya yang sebagai hubungan perdata tersebut, umumnya mempunyai 
sifat material.  
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan, “anak luar nikah hanya 
memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak 
memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat sepanjang diartikan menghapus 
hubungan keperdataan dengan pria yang bisa terbukti sesuai dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi ataupun bukti lainnya berdasarkan hukum 
ternyata memiliki hubungan darah sebagai bapaknya”, dengan demikian t 
perlu diartikan bahwa “anak yang luar kawin memiliki hubungan 
keperdataan dengan ibu ataupun keluarga ibunya dan dengan pria yang 
menjadi bapaknya yang bisa terbukti sesuai dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi ataupun bukti lainnya berdasarkan hukum memiliki ikatan darah 
termasuk hubungan keperdataan dengan bapak ataupun keluarga bapaknya”.  
Selanjutnya megenai istilah hubungan perdata seperti yang dimuat 




sebatas diartikan, yaitu dengan tidak memperbedakan antara kewarisan dan 
hubungan perdata, dimana penggunaan istilah ini bagi anak luar kawin akan 
mengakibatkan hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan yang bukan 
sebatas mengakibatkan kewajiban dan hak dengan bapak kandunganya 
mengenai pemberian perlindungan, nafkah, kasih sayang ataupun 
perawatan, namun terkait hal ini termasuk juga hak saling mewaris, dimana 
wali nikah adalah bapak kandungnya bila anak itu wanita serta di belakang 
namanya digunakan nama bapak kandungnya sebagai binti/bin.  
Pasal 280 KUH Perdata memuat istilah memiliki hubungan perdata 
yang menghendaki hubungan anak luar nika dengan bapak kandungnya 
bukan sebatas pada hubungan mengayomi, menafkahi, memberi jaminan 
kesehatan, pendidikan, ataupun biaya hidup dan nafkah, namun termasuk 
pula hubungan nasab yang mempengaruhi adanya hubungan mewaris, bapak 
kandungnya mmpunyai hak sebagai wali nikah anak luar kawinnya serta 
anak mempunyai hak mempergunakan nama ayahnya di belakang nama.  
Bila putusan MK diartikan seperti apa yang termuat pada ketetapan 
KUH Perdata maka menimbulkan suatu kelebihan mengenai kedudukan 
anak sumbang serta anak zina, dimana sebelum ini pada ketetapan KUH 
Perdata berstatus secara hukum tidak bisa diberi pengakuan oleh orang tua, 
sehingga melalui putusan MK ini mempengaruhi terpenuhinya berbagai hak 
anak sumbang ataupun anak zina dari bapak kandungnya selama bisa 
dibuktikan hubungan darah dengan bapaknya melalui hasil tes DNA 




Tetapi bukan hanya itu, jika proses ketetapan KUH Perdata ini diikuti, 
maka bisa dikatakan Putusan MK sudah memberi kesamaan status anak 
yang sah dengan anak luar nikah. Dampak negatif yang diakibatkan pada 
suatu kasus status anak luar nikah bisa merubah hak ataupun keberadaan 
anak sah. Misalnya pada permasalahan waris yang menganut ajaran agama 
Islam, pewaris meninggalkan seorang istri dan anak perempuan sejumlah 
dua orang. Saat membagi harta warisan, datang seorang pria  yang mengaku 
anak luar nikah pewaris dengan beberapa bukti yakni dalam bentuk hasil tes 
DNA. Sehingga saat membagi harta warisan pewaris tersebut anak luar 
kawin mendapatkan yang lebih banyak berdasarkan ketetapan ini akan 
memperoleh dua kali bagian lebih banyak dibandingkan anak sah.  
Baik dalam UU perkawinan ataupun KUH Perdata terdapat kesamaan 
istilah hubungan keperdataan, dimana ini dalam keduanya akan sama-sama 
dipergunakan. Namun, secara umum pemaknaan tersebut oleh literatur, 
praktisi, atau akademisi ilmu hukum memicu perbedaa. Terkait ini yang 
perlu untuk dilakukan pencatatan ialah bahwa dalam UU Perkawinan 
ditambahkan istilah hubungan keperdattaan. Perkawinan memiliki suatu 
batasan dimana di dalamnya pasal tersebut adalah tidak dicantukan. Terkait 
ini hakim MK memiliki pemaknaan atau maksud tersendiri atas kalimat 
hubungan keperdataan ini dimana hal ini juga mencakup hubungan 
kewarisan. Akan tetapi beberapa kalangan paraktisi ataupun akademisi 
menginflasi hal ini. Mereka yakin bahwa hubungan kewarisan juga 




Selain itu, secara umum penulis berpendapat bahwa kalimat perdata 
pun mencakup pula hubungan kewarisa, berarti sama baik UU perkawinan 
ataupun dalam KUH Perdata, sebab kedudukan kewarisan diartikan sebatas 
sarana pewaris harta pustaka. Bila hubungan keperdataan memang bukan 
merupakan hak waris, maka anak luar kawin yang ditinggalkan bapak 
kandungnya mati masih bisa mendapatkan harta warisan dengan proses 
wasiat wajibah, serta ini diperkuat akan adanya yurisprudensi, dimana selain 
hukum Islam pun menetapkannya.  
Sesudah memahami ketetapan dari UU Perkawinan dan KUH Perdata 
terkait status keperdataan, maka didapat perbandingan yakni: 
1. Perbedaan dan persamaan status keperdataan  
Ditemukan perbedaan ataupun persamaannya yang signifikan 
dari status perdata anak luar nikah pada UU Perkawinan serta 
KUH Perdata jika keduanya diperinci. Perincian tersebut pada 
ketentuan UU Perkawinan ataupun KUH Perdata terkait status 
perdata anak luar nikah yang didapat dari bapak kandungnya 
yaitu:  
a. Anak luar nikah, disebutkan pada KUH Perdata sebatas 
anak  luar nikah yang kedua orangtuanya sudah mengakui, 
dimana memperoleh hak ataupun status perdata dari orang 
tua. Sementara status perdata anak luar nikah sebelum 
putusan MK pada UU perkawinan adalah sebatas dari ibu, 




kandungnya secara otomatis selama hubungan darahnya 
bisa terbukti berdasarkan teknologi ataupun bukti yang 
lain.  
b. Anak dan sumbang anak zina, dalam KUH Perdata mereka 
sama-sama memperoleh hak maupun status keperdataan 
sebatas senilai seberapa mampunyai orang tua 
kandungnya, sebab tidak terdapat ketetapan pada KUH 
Perdata dimana menentukan status perdata anak sumbang 
serta anak zina. Sementara status keperdataan anak 
sumbang serta anak zina sesudah putusan MK pada UU 
Perkawinan dijamin ataupun diperoleh tidak berbeda 
seperti anak luar kawin.  
2. Persamaan dan perbedaan status kewarisan  
Persamaan ataupun perbedaan bukan sebatas mengenai status 
keperdataan saja, tetapi mengenai hal status kewarisan pun ada 
sejumlah perbedaan ataupun persamaan yang cukup signifikan. 
Perincian tersebut pada ketentuan UU Perkawinan ataupun KUH 
Perdata mengenai status kewarian anak luar nikah yang didapat 
dari bapak kandungnya yaitu:  
a. Baik pada ketentuan UU Perkawinan sesudah putusan MK 
ataupun KUH Perdata, perolehan harta warisan sama-sama 




ataupun ayah sepanjang diakuinya anak tersebut ataupun 
sudah memperoleh penentuan dari pengadilan.  
b. Anak sumbang dan anak zina pada ketetapan KUH 
Perdata kedua tidak mempunyai hak atas harta warisan 
orang tuanya. Sementara anak sumbang ataupun anak zina 
dapat memperoleh harta warisan dari orang tua selama 
bisa terbukti berdasar teknologi dan ilmu pengetahuan 
ataupun bukti lainnya yang bisa menjadi penentu 
hubungan dengan orang tuanya, yang mana ditegaskan UU 
Perkawinan sesudah putusan MK. 
 
B. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Pada putusan Mahkamah Konstitusi telah pasti memperhitungkan 
beberapa aspek dengan hati-hati. Walaupun merupakan putusan, namun juga 
memiliki pertimbangan yang bisa mengakibatkan perbedaan pemahaman, 
serta dianggap krusial, dengan demikian pada implementasinya timbul pro 
kontra. Muatan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait status 
anak luar nikah memiliki sejumlah pertimbangan hukum, yang dianggap 
krusial ataupun sbagai permasalahan pada penafsirannya. Sejumlah 






1. Akibat Hukum Dari Peristiwa Hukum Kelahiran Anak.  
Sebuah pertimbangan hukum mengenai status anak luar kawin 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, 
ditegaskan bahwasanya, dampak hukum dari kejaidan hukum 
kelahiran sebab kehamilan, melalui antara seorang wanita dan pria 
yang berhubungan seksual ialah hubungan hukum yang secara timbal 
balik memicu kewajiban dan hak, dimana terkait ini subjek hukum 
mencakup ibu, anak, ataupun ayah49.  
Pertimbangan hukum ini dianggap belum tuntas, karena akan 
mengakibatkan pemahaman yang berbeda. Sehingga, tindakan hukum 
dalam bentuk perkawinan sah saja, jika berdampak pada kehamilan 
akan mengakibatkan hukum berwujud terjadinya kewajiban dan hak 
antara bapak biologis dengan anak secara timbal balik. Pada 
pertimbangan ini tidak memberi kepastian hukum beserta 
menghilangkan skaralitas ataupu peran sebuah perkawinan resmi. Di 
samping itu, pertimbangan hukum ini bisa jadi, akan memotivasi 
kaum wanita yang melakukan perzinaan ataupun prostitusi, menjadi 
tidak terbebani, sebab dinilai bahwa beban hidup anak bukan sebatas 
ditanggung ibu namun termasuk pula pria yang membuatnya hamil, 
walaupin tidak ada ikatan pernikahan.  
Pertimbangan hukum ini pun bisa mengakibatkan pemahaman 
yang salah, sebab menyebabkan pemahaman dibolehkannya hubungan 
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diluar perkawinan, yang mana dampak hukumnya beban tanggung 
jawab menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan pria yang 
menghamili yang menjadi ayah kandungnya. Pertimbangan ini pun 
bisa dimaknai dengan salah, dimana bisa penanggungan tanggung 
jawab secara bersama padahal orangtuanya tidak ada status 
perkawinan, hal yang sulit untuk diterapkan.  
Secara hukum, seorang pria yang menghamili dipikuli 
tanggungjawab perdata ada anak yang dibenihkannya, tetapi tanggung 
jawab ini tidak mudah dilakukan secara moril. Kondisi tersebut 
menurut hakim di lingkungan Pengadilan Agama se wilayah 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang menjadi keputusan yang 
tidak mudah dimengerti. Sehingga, pada penerapannya dalam 
mendapatkan hak perdata anak luar kawin perlu dimulai dengan 
proses sidang. Proses persidangan agar mendapat kejelasan keududkan 
perkawinan kedua orang tuanya, dengan demikian diketahui 
bagaimana status ataupun posisi anak luar kawin ini, baru dapat 
dipilih kedudukan serta hak anak luar kawin tersebut, maka 
putusannya harus memenuhi rasa keadilan.  
2. Pernikahan Yang Dipersengketakan  
Seperti yang ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 




keabsahan perkawinan yang dipersengketakan50. Pertimbangan 
hukum seperti tersebut artinya keabsahan perkawinan yang 
dipersengketakan tidak hanya keabsahan pernikahannya, namun juga 
mencakup wanita dan pria yang menghamilinya tidak menikah, 
ataupun melakukan perzinaan, dengan demikian anak yang lahir ialah 
anak zina. Pertimbangan hukum ini mengakui atas anak tanpa 
mempermasalahkan perkawinan orang tuanya, namun mendatangkan 
pemahaman bukan saja terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat 
(pernikahan yang tidak sah), namun juga pada anak yang dilahirkan 
oleh wanita yang belum menikah dengan pria yang menghamilinya.  
Fakta tersebut, bisa ditinjau berdasarkan beberapa perkataan 
hakim, dimana putusan MK tersebut disangkal, melalui menegaskan 
bahwa terlalu umumnya putusan tersebut, selain itu juga terlampau 
general, dengan demikian dinilai melanggar nilai-nilai agama. Luar 
kawin, pada frase pertimbangan hukumnya. Bisa saja dimaknai sah 
tidaknya perkawinan tersebut pada frase perkawinan yang 
dipersengketakan, namun kawin ataupun tidaknya seseorang.  
Hakim mengakui bahwa perkawinan yang dipersengketakan, 
yaitusah atau tidaknya status perkawinan, namun bisa jadi yang 
perkawinan yang dipersengketan tidak hanya keabsahan 
perkawinannya berdasarkan segi hukum, namun mencakup pula di 
dalamnya pasangan yang tidak menikah, berati yang dipermasalahkan 
                                                 





menyangkal apakah orang tuanya mengadakan perkawinan ataupun 
tidak.  
Pertimbangan hukum ini selanjutnya dinilai oleh para hakim 
mengotori nilai sakralitas agama. Sehingga, hakim Pengadilan Agama 
pada kasus anak luar kawin memilih cara terbaik pada pandangan 
hakim, yaitu perlu melaksanakan proses sidang agar terlebih dahulu 
melihat status dan asal usul anak. Status ataupun kedudukan anak baru 
bisa dilihat berdasarkan hubungan perkawinan dua orangtuanya, 
kemudian pada proses sidang barulah ketepatan hubungan perdata 
ditetapkan untuk melindungi nasab anak supaya nilai hukum Islam 
tidak dilanggar.  
3. Hubungan Keperdataan Tidak Semata Karena Pernikahan  
Pertimbangan hukum berikutnya yang dianggap kruisal yaitu 
frase hubungan anak dengan ayah tidak serta merta diakibatkan 
adanya status perkawinan, akan tetapi bisa pula dilandaskan kepada 
pembuktian terdapat ikatan darah antara ayah dengan anak51. Frase 
pertimbangan hukum itu menjadi permasalahan paling dasar, sebab 
dapat mengakibatkan penafsiran bahwa hubungan antara orang tua 
dan anak bukan hanya disebabkan status perkawinan, namun terdapat 
ikatan darah. Bisa saja hubungan darah terjadi dikarenakan 
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perkawinan ataupun tanpa adanya perkawinan, artinya anak yang lahir 
karena perzinaan. Hubungan perdata pun bisa saja terjadi bukan 
diakibatkan ikatan perkawinan, sehingga dapat pula anak zina 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya, dengan 
tidak mempermasalahkan pernikahan dua orangtuanya atupun tidak. 
Kebalikannya, tidak akan terjadinya hubungan nasab tanpa hubungan 
perkawinan yang sah.  
Keududukan anak luar kawin sama dengan anak zina ataupun 
anak tidak sah, sebab pertimbangan hukum tersebut dapat 
membenarkan status anak zina. Tentunya dapat mendorong 
perkembangan praktik samenleven/kumpul kebo, prostitusi, karena 
sesuai dengan oerkembangan teknologi, hubungan anak dengan pria 
bisa dikatuhi melalui  tes DNA, walaupun ibunya yang melahirkan 
tidak pernah menikah dengan pria tersebut, mereka dianggap memiliki 
hubungan hukum yang mengakibakan timbulnya kewajiban dan hak 
diantara mereka.  
Idealnya, tes DNA hanya untuk pertanyaan yang dimaksudkan 
agar membutikan keasilan hubungan antar orang, sebab terdaapt suatu 
kepentingan, seperti wali, forensik, kepentingan pembagian waris, 
ataupun lainnya.  
Pada sudut pandang hubungan perdata, melalui 
memperhitungkan maqȏṣid syarȋ’ah putusan Mahkamah Konstitusi 




anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah 
kandungnya selama mempunyai hubungan darah. Hubungan 
keperdataan secara teoritik bisa diartikan berdasarkan perspektig 
perlindungan hukum pada anak luar kawin. Tetapi, perlu dilakukan 
penindaklanjutan menggunakan rekonstruksi hukum yang bisa 
mengakomodasi kepentingan anak korban dari sikap pelanggaran 
hukum ayah dan ibunya.  
Bila berlandaskan teori perlindungan anak seperti yang 
diungkapkan Mukti Arto, dimana hubungan perdata bisa diberikan 
pada anak luar nikah, sebab hal tersebut bertujuan semata-mata untuk 
kepentingan anak, sehingga tidak perlu mempermasalahkan posisi 
perkawinan kedua orang tuanya, khsusunya terkait menyangkut nasib, 
maka hubungan perdata sebagai kewajiban ayah kandungnya, tanpa 
mepermasalahkan status perkawinanya.  
Hubungan perdata pun sebetulnya bisa ditanggung ataupun 
diberikan pada orang lain, tanpa pernikahan ataupun ikatan darah, hal 
tersebut terjadi seperti kasus anak angkat, yang telah diberi 
pengesahaan oleh pengadilan. Anak tersebut mempunyai hubungan 
keperdataan dengan bapak ataupun ibu angkatnya, walaupun mereka 
tidak mempunyai hubungan darah. Konsep hubungan keperdataan 
yang dimaksud terlihat sangat berbeda jelas dengan konsep hubungan 
nasab, seperti yang diterangkan dalam hukum Islam.  




Pertimbangan hukum berikutnya yang termuat pada putusan 
Mahkamah Konstitusi ialah pertimbangan hukum frase berikutnya 
yaitu hukum yang memberi keadailan dan kepastian perlindungan 
hukum terhadap kondisi anak yang lahir ataupun berbagai hak yang 
melekat, mencakup pula anak yang lahir walaupun keabsahan 
pernikahan masih dipersengketakan52.  
Berdasar keterangan mantan ketua Mahkamah Konstitusi pada 
pembahasan sebelumnya, perubahan status anak luar nikah, hak 
perdata anak luar nikah mengakibatkan hukum, yakni kewajiban 
pemeliharaan untuk laki-laki yang bisa terbukti mempunyai hubungan 
darah sebagai ayah kandung dari anak luar nikah53. 
Seorang ayah kandung sudah tidak dapat mengelak lagi atas 
kewajiban hukumnya dalam mendidik ataupun memelihara anak yang 
alasannya tidak melalui pernikahan yang sah dengan ibunya. Ayah 
kandung perlu mencukupi pendidikan ataupun kubutuhan hidup anak 
walalaupun ia tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan ibunya, 
maupun sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut 
dimungkinkan pada hubungan perdata, sepanjang dipahami berbeda 
dengan hubungan nasab, seperti dimaknai pada Islam selama ini.  
Memang pada keterangan Mahfud MD yang menyatakan bahwa 
maksud dari frase pertimbangan hukumnya tidak dianggap anak zina, 
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tetapi ungkapan Mahfud MD tersebut, walaupun sebagai ketua Mk  
waktu itu, tetapi hanyalah sebuah pernyataan saja, tidak memiliki nilai 
hukum yang memaksa ataupun mengikat54, sebab dikatakan di luar 
persidangan, dengan demikian tidak dicantumkan pada amar putusan 
ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstritusi, 
pendapat hakim diluar sidang tidak mengikat. Sehingga, pendapat 
Mahfud. MD sifatnya tidak mengikat, sebab tidak sebagai bagian dari 
putusan pengadilan.  
Jika isi keterangan Mahfud MD tersebut diperhitungkan dalam 
putusan MK di atas, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
tidak akan menjadi pro dan kontra ataupun perbedaan penafsiran. 
Sementara, anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan 
dengan ayah kandungnya serta dibatasi dalam hal perlindungan, 
nafkah si anak, pendidikan ataupun lainnya, sehingga bisa diterima 
oleh kalangan umat islam. Permasalahan hubungan nasab yang 
menimbulkan hubungan saling mewaris dan hak menjadi wali, tidak 
muncul antara anak dan ayah kandungnya.  
Penghapusan diskriminasi pada anak luar nikah tentunya akan 
menguntungkan masa depan anak tersebut. Kewajiban pemeliharaan 
yang hanya ditanggung oleh seorang ibu sudahdigantikan oleh laki-
laki sebagai ayah yang bisa menunjukkan bahwa mereka masih 
mempunyai hubungan darah dengan anaknya, setelah putusan 





Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum bisa dilaporkan bila ayah 
melalaikan kewajibannya terhadap anak. Bisa dikatakan, masa depan 
anak luar nikah yang baik dilindungi oleh hukum dan lebih aman.  
Seperti halnya pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
menentukan bahwa, hukum perlu melindungi serta memberi kepastian 
hukum yang adil pada status anak yang dilahirkan ataupun semua hak 
yang ada padanya, termasuk pada anak yang dilahirkan walaupun 
keabsahan perkawinan masih kontroversial. Kemudian telah 
dilaksanakan putusan yang intinya bahwa hubungan keperdataan anak 
luar pernikahan dengan ayah kanudngnya bisa terbukti sesuai dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi ataupunbukti lainnya berdasarkan 
hukum memiliki hubungan darah.  
Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu untuk 
menentukan hubungan perdata antara anak luar pernikahan dengan 
ayah kandungya bisa juga dilakukan melalui tes DNA (Deoxyribose 
Nucleic Acid)55. Tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid)56 dapat 
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dipergunakan untuk meningkatkan akurasi hubungan nasab, dan juga 
digunakan sebagai bukti kuat dalam sejumlah kasus misalnya 
kejahatan, penyangkalan, ataupun pegakuan atas klaim nasab 
seseorang57. 
Terkait makna hubungan perdata putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar pernikahan yang 
menentukan bahwa pasal 43 butir (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 74 
perlu dibaca, anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya ataupun dengan ayahnya yang bisa 
terbukti sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat 
bukti lainnya berdasarkan hukum memiliki hubungan darah, seperti 
halnya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga bapaknya.  
Dilihat dari pemahaman hakim terkait putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, secara konstitusional mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat untuk setiap kasus yang sama, namun pada 
penerapannya bukan seriap anak luar kawin mempunyai hubungan 
perdata dengan ayah biologisnya, walaupun mempunyai hubungan 
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darah, berrati pada penerapannya perlu melewati proses sidang untuk 
membuktikannya, apakah perkawinan orang tuanya memenuhi syarat 
atau rukun agama Islam ataupun tidak, jikan kedua orang tuanya 
menikah dengan memenuhi syarat agama, seperti nikah siri, maka hal 
tersebut bisa dimaklumi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya, ataupun keluarga ayah kandungnya.  
Hubungan perdata yang termuat pada putusan Mahkamah 
Kosntitusi terkait status anak luar nikah, beberapa hakim  mengatakan 
bahwa hubungan perdata mempunyai arti hubungan perdata yaitu 
terdapat hubungan timbal balik dalam bentuk hak dan kewajiban 
antara bapak dan anak, antara ibu dan anaknya, serta antara anak dan 
kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban tersebut seperti hak 
mendapatkan perlndungan, keamanan, pendidikan, ataupun lainnya. 
Sementara kewajiban berkaitan dengan kewajiban ayah kandungnya 
terhadap anaknya.34 pengertian terkait hubungan perdata seperti yang 
diketahui hakim tersebut bukan berarti bahwa putusan MK terkait 
status anak luar kawin mempengaruhi sistem perwalian dan 
kewarisan. Berarti anak luar pernikahan mempunyai hak memperoleh 
warisan serta jika anak tersebut perempuan dan mau menikah ayah, 
maka kandungnya bisa menjadi wali. Namun, sebagiannya lagi 
memaknai hubungan perdata hanya sebatas hak kewajiban keamanan 
dan pendidikan, pemeliharaan, memberi nafkah, terdapat menyangkut 




dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, yaitu bahwa 
ayah kandung tidak bisa menjadi wali nikah, sebab masalah 
pernikahan telah diatur dalam peratuturan tersebut. 
Pada konteks hubungan perdata tugas tersebut bisa diemban 
kepada ayah biologis si anak. Sebaliknya, tugas ini bisa dipikul oleh 
anak luar nikah tersebut kepada ayah biologisnya seperti yang termuat 
pada Pasal 46 butir (2) Undang-Undang perkawinan, yang 
menetapkan bahwa anak yang dewasa, wajib menjaga orang tuanya 
sesudai dengan kemampuannya, jika mereka membutuhkan bantuan 
darinya. 
Mahkamah Konstitusi menganggap trobosannya sangat tepat, 
yakni menegakkan keadilan bagi anak serta membuat jera laki-laki 
yang akan berzina. Walaupun dalam pengertian bahwa putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat 2 pendapat terkait hubungan perdata 
seperti yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi, pertama 
berpendapat bahwa hubungan perdata diartikan sebagai hubungan 
timbal balik antara anak dan orang tua, serta antara orang tua dan 
anak, terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak mempengaruhi hak 
perwalian dan kewarisan. Serta yang kedua, hubungan perdata pada 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipahami bukan sebagai 
hubungan keluarga, namun sebagai hubungan sebatas perlindungan 




Dampaknya arti dari hubungan perdata ialah terdapat hubungan 
timbal balik berupa hak kewajiban antara bapak dan anaknya, antara 
anak dan ibunya, serta antara anak dan kedua orang tuanya, hak dan 
kewajiban tersebut seperti hak mendapatkan pendidikan, hak 
memperoleh keamanan dan mendapat perlindungan ataupun lainnya, 
smeentara kewajiban bersangkutan dengan kewajiban bapak 
biologisnya pada anaknya. Artin hubungan perdata pun sebagai 
permasalahan waris dan wali nikah. 
Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk 
perkara yang sama serta sifatnya mengikat. Berdasarkan azas Erge 
Omnes, berarti putusan pengadilan berlaku untuk kasus selanjutnya 
juga mempunyai kesamaan serta sifatnya mengikat. Sehingga putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat ataupun sebagai 
jurisprudensi untuk kasus selanjutnya yang sama, tanpa 
mempermasalahkan status pernikahan kedua orang tuanya.  
Ketua MK Mahfud MD memberi penjelasan bahwa hubungan 
perdata pada putusan Mahkamah Konstutusi no. 46/PUU-VIII/2010 
terkait status anak luar nikah, serta yang dimaksud majelis dengan 
frase anak luar kawin, bukan anak hasil zina namun anak hasil nikah 
siri, hubungan keperdataan yang diperoleh anak luar kawin bukan 
dalam bentuk tidak nasab, waris dan wali nikah58. Namun bila 
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meninjau dari pertimbangan hukumnya, sjumlah frase membuktikan 
sifat umum dari putusan tersebut, yang mana tidak menyebutkan anak 
luar nikah dalam pertimbanganya yaitu anak dari nikah siri, namun 
disebut secara umum, walaupun yang dimaksud yaitu anak luar nikah, 








A. Kesimpulan  
Berdasar hasil analisis data yang terkumpul, maka bisa disimpulkan bahwa : 
1. Terdapat analisa perbandingan status keperdataan di luar kawin yaitu:  
a. Menurut KUH Perdata, status keperdataan anak luar kawin 
mendapatkannya saat sudah mempeoleh pengakuan dari orang tuanya 
dan anak luar kawin menurut UU Perkawinan pasca putusan MK 
mendapatkan status tersebut dari kedua orang tuanya. Sementara 
dalam KUH Perdata untuk anak sumbang dan anak zina status tersebut 
tidak didapatkan, tetapi anak zina dan anak sumbang dalam UU 
Perkawinan status keperdataan diperoleh sama halnya anak luar 
kawin.  
b. KUH Perdata menetapkan Status kewarisan anak luar kawin bisa 
didapatkan sebagaimana halnya status keperdataan pada poin a, tetapi 
dalam UU Perkawinan setelah putusan MK, anak luar kawin 
mendapatkan bagian dari kedua orang tunya yang diperleh 
sebagaimana halnya status keperdataan. Sementara, dalam KUH 
Perdata anak sumbang dan anak zina tidak mendapatkan bagian harta 
warisan, disisi lain UU Perkawinan menentukan bahwa anak sumbang 
dan anak zina mempunyai hak mendapatkan bagian warisan sama 





2. KUH Perdata menetapkan bahwa anak luar kawin yang sudah mendapat 
pengakuan saja yang mempunyai hak memperoleh status keperdatan dari 
orang tuanya, sementara terhadap anak sumbang dan anak zina tidak 
mendapatkan. UU Perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 




Berdasar hasil penelitian, penulis bisa memberikan saran yaitu melalui Putusan 
MK No. 46/PUU-VIII/2010, diharapkan pemerintah segera membuat dan 
menerbitkan petunjuk pelaksana ataupun petunjuk teknis dari putusan tersebut. 
Dengan tujuan supaya tidak ada penafsiran yang berbeda mengenai istilah status 
keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut, dan 
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